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PERAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL DALAM PERSOALAN KETENAGAKERJAAN UNTUK
MEWUJUDKAN CORPORATE GOVERN{KNCE

Christin Septina Basani

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Bandr..mg
E-mail: christinseptina@yahoo.co.id

ABSTRAK

Persoalan etika ketenagakerjaan dalam negara berkembang menjadi persoalan yang perlu dipikirkan,
seperti halnya yang terjadi di Indonesia sebagai negara yang memiliki tenaga kerja di banyak sektor baik
tenaga kerja formal maupun informal (dari yang hanya lulusan sekolah menengah pertama sampai .
sarjana strata dua)

Beberapa persoalan yang dihadapi tenaga kerja di Indonesia seperti: rendahnya produktivitas tenaga
kerja; tingkat pendidikan yang minim (walau banyak yang bekerja); kemudian kemampuan yang tidak
sesuai dengan yang diminta oleh dunia kerja. Persoalan ini lama-kelamaan akan membuat produktivitas -
menjadi menurun, maka bisa terjadi perusahaan menurunkan tingkat penghargaan terhadap tenaga
kevia itu sendiri dan ini menjadi persoalan dalam hal pengupahan. Undang-undang Ketenagakerjaan No. .
13 Tahun 2003 mengatakan upah adalah hak yang diterima oleh tenaga kerja dan merupakan kewajiban '
dari pemberi kerja. Persoalan yang muncul antara tenaga kerja dan pemberi kerja sebelum masuk ke
Pengadilan Hubungan Industrial bisa dibantu melalui jalur arbitrase. Dibutuhkan arbitor yang
menjembatani seperti yang tertuang dalam UU No.4 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Industrial. Selama ini Lembaga arbitrase ketenagakerjaan belum maksimal. _
Peningkatan etika dan kemampuan pekerja yang memenuhi standar hingga menjadi tenaga kerja .
kompeten di bidangnya menjadi harapan setiap perusahaan dan ini secara tidak langsung menjadi bagian
dari corporate governance, Peran arbitrase dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial -
diharapkan ada untuk membantu mengatasi persoalan ketenagakerjaan supaya tidak masuk dalam
pengadilan hubungan industrial.

Kata Kunci:
etika tenaga kerja, arbitrase, corporate governance.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki angka tenaga kerja cukup besar. Dari data
biro pusat statistik berdasarkan survei penduduk antar sensus tahun 2015, diperkirakan jumlah
penduduk di Indonesia tahun 2019 sebesar 267 juta jiwa. Menurut jenis kelamin ada 134 juta jiw
penduduk laki-laki dan 132,98 juta jiwa penduduk perempuan. Dari jumlah tersebut lebih banyak usia :
produktifnya dibandingkan usia kurang produktifniya, yaitu sebesar 68% dari usia kurang produktifnya. :_; {
Dalam hal ini angka 68% usia produktif tersebut diantara rentang usia 15-64 tahun, Dari hal tersebut ;
untuk rasio ketergantungan penduduk, sebesar 45,56%. Artinya dalam setiap 100 orang usia produktif; -
mempunyai tanggungan 46 orang usia tidak produktif, dalam hal ini penduduk yang usianya 0-14 tahu ;
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n 65 tahun keatas. Sehingga semakin tinggi angka rasio ketergantungan, mengindikasikan beban yang
ih berat ditanggung usia produktif untuk menanggung beban usia tidak produktif.'

" Dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 267 juta jiwa membuat Indonesia sebagai
legara peringkat keempat penduduk terbesar di dunia setelah Tiongkok; India dan Amerika Serikat.
ehgan jumlah penduduk yang besar, usia produktif yang lebih banyak, sudah pasti Indonesia
mpunyai angka angkatan kerja yang baik pula. Kesempatan ini bisa digunakau di bidang lapangan
erja untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia.

Permasalahan tenaga kerja di Indonesia bukan hanya masalah angka angkatan kerja yang belum
serap dengan baik, tetapi ada tenaga kerja yang tidak sesuai pendidikan dengan bidang pekerjaannya,
du angkatan kerja yang punya kemampuan terbatas tidak akan memilild jenjang karier. Perscalan
sebut menjadi persoalan global dalam bidang ketenagakerjaan. Ada persoalan di dalam
nagakerjaan ketika pekerja yang bekerja tersebut di sistem penyelesaian masalahnya terutama yang
sitan dengan hak dan kewajiban pekerja diselesaikan melalui jalur Pengadilan Hubungan
strial. Padahal untuk penyelesaian persoalan tidak mesti melalui jalur Pengadilan Hubungan
dustrial. Sistem penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui jalur Pengadilan Hubungan

Penerapan prinsip good corporate governance dalam bidang ketenagakerjaan haruslah seiring
‘pemanfaatan tenaga kerja jtu sendiri secara maksimal di dalam perusahaan. Sehingga prinsip
IF dalam penerapan good corporate governance dapat tercapai. Menjadi persoalan ketika
esaian perselisihan dalam hubungan industrial terutama untuk perselisihan kepentingan
gesampingkan prinsip good corporate governance dalam hat ini tentang responsibility dan fairness.
ka ada persoalan kepentingan antara pemilik perusahaan dan pekerja membuat hubungan kedua
k menjadi tidak baik.
- Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial Pasal 3 ayat (1)
gatakan: Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya melalui bipartit
a musyawarah untuk mencapai mufakat. Artinya dimungkinkan sebelum menyelesaikan sengketa
gakerjaan melalui jalur pengadilan hubungan industrial bisa melalui perundingan secara bipartit
engusaha dan tenaga kerja. Bila hal tersebut tidak tercapai, maka bisa menggunakan cara
yaitu penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi, arbitrase atau mediasi. Tetapi seringkali para
yang bersengketa memilil' menyelesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Padahal
penyelesaian diluar pengadilan bisa membantu sistem penyelesaian tanpa memerlukan waktu
ama dan berbiaya mahal. Sehmgga menjadi permasalahan hukam:
galmanakah sistem penyefesalan secara arbitrase untuk penyelesaian sengketa kepentingan dalam
lang ketenagakerjaan?
agaimanakah peran pemerintah sendiri untuk mendorong sistem penyelesalan melalui arbitrase
uk mewujudkan sistem good corporate governance?
-Dari permasalahan di atas menjadi menarik untuk meneliti berkaitan dengan sistem
ésaian arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa kepentingan antara pekerja dan pemilik
ihaan melalui jalur arbitrase sebagai system penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

3

onim, ‘Berapa Jumiah Penduduk Indonesia?,
//databoks.katadata co.id/datapublish/2018/01/12/berapa-jumlah-penduduk-indonesia, ~ diakses 12
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B. PEMBAHASAN

Dalam bidang ketenagakerjan ada 3 jenis perselisihan hubungan industrial, diantaranya:
Perselisihan hak;
Perselisihan kepentingan;

Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Perselisihan hubungan industrial menurut UU No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial mengartikan bahwa perselisihan hubungan. industrial adalah
perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha
dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja / serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak,
perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisiban- antara serikat
pekerja. atau serikat buruh dalam satu perusahaan, Sedangkan perselisihan kepentingan adalah
perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai
pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditet‘é;pkan dalam perjanjian kerja, atau
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.? ’

Dalam sistem penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perselisihan kepentingan yang
terjadi antara pengusaha dan pekerja, dimungkinkan dengan sistem penyelesaian melalui perundingan
bipartit, melalui perundingan tripartit dan terakhir melalui’ Pengadilan Hubungan Industrial (yang
selanjutnya disebut PHI).> Perundingan bipartit adalah perun@illgan antara pengusaha atau gabungan
pengusaha dan buruh atau serikat buruh. Bila dari perundingan tersebut mencapai kata sepakat
mengenai penyelesaiannya, maka para pihak membuat perjanjian bersama yang kemudian harus
didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial untuk mendapat pengesahan. Namun bila perundingan
bipartit tidak mesicapai kata sepakat, maka para pihak yang berselisih harus melalui proses perundingan
tripartit. _

Sedang perundingan tripartite adalah perundingan yang melibatkan pihak ketiga sebagai
fasilitator dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja.
Perundingan tripartit bisa melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Mediasi adalah system penyelesaian
yang ditengahi oleh mediator dari pihak Depnaker. Bila tercapai kata sepakat akan dibuat perjanjian
bersama yang didaftarkan ke PHI. Sistem penyelesaian konsiliasi adalah sistem penyelesaian secara
musyawarah yang ditengahi oleh searang konsiliator yang ditunjuk para pihak. Sedang arbitrase adalah
sistem penyelesaian melalui kesepakatan dimana para pihak sepakat menyerahkan penyelesaiannya
kepada seorang arbiter. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak yang berselisih,
sedang para arbiter dipilih sendiri oleh para pihak yang berselisih dari daftar yang ditetapkan oleh
Menteri Tenaga Kerja. Hal ini yang akan menjadi pembahasan terkait peran arbitrase dalam sistem
penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sistem penyelesaian sengketa yang terakhir melalui
gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, bila para pihak melalui perundingan tripartit tidak
mencapai kesepakatan.

Tidak semua pihak yang bersengketa dalam perselisihan sengketa hubungan industrial
mengetahui ada sistem arbitrase dimana para arbiternya disediakan oleh Departemen Ketenagakerjaan.
Didalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU No.2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Sengketa Hubungan
Industrial menyebutkan bahwa para pihak yang sepakat membuat perjanjian tertulis untuk penyelesaian
melalui arbitrase. Sistem penyelesaian inipun menuntut kesukarelaan (voluntary) dari para pihak untuk

i .

Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Rahmi Triani Uzier, “3 Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Yang Wajib Anda Ketahui”,
https:// bpiawyers.co.id!ZDl7/03[23/3—lata-cara-penyelesaian-perselisihamhi:bungan—mdustrial-yang—wajib—
anda-ketahui/, diakses 12 Agustus 2019.

1
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uju menyelesaikan dengan sistem penyelesaian arbitrase. Dengan perundingan arbitrase menekan
mahal gugatan melalui peradilan dan tidak periu memakan waktu lama seperti proses peradilan
a umumnya. 7
Sistern arbitrase ini membantu mengurangi penumpukan kasus ketenagakerjaan yang masuk ke
nigadilan Hubungan Industrial. Pemerintah sudah menyediakan arbiter yang dilatih dan dilantik serta
h terdaftar dalam Departemen Ketenagaketjaan, tinggal para pihak yang bersengketa memilih para
iter sesuai kesepakatan. Dengaﬁ adanya prinsip goed corporate governance melalui prinsip
fesponsibility dan fairness, adanya tanggung jawab pemerintah untuk ikut membantu menyelesaikan
gketa hubungan industrial serta membantu sistem penyelesaian secara terbuka sehingga bagi para
ak baik pengusaha maupun pekerja tidak merasa pemerintah tidak berat kepada salah satu pihak.
+ Seringkali arbitrase tidak menjadi pilihan dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial
rena ketidaktahuan para pihak bahwa ada system penyelesaian perundingan secara tripartite.
dang juga tidak menjadi pilihan karena para pihak terutama pihak serikat pekerja atau buruh
erasa, arbiter karena dari pemerintah dikahawatirkan akan berat ke pihak pengusaha. Sehingga
irnya sengketa hubungan industrial ini masuk ke gugatan pengadilan hubungan industrial.

‘PENUTUP
Indonesia sebagai negara berkembang yang saat ini banyak menjadi perhatian bagi investor
yang ingin menanamkan investasinya ke Indonesia. Dengan harapan para investor tersebut tidak
alah dalam hal ketenagakerjaan atau sengketa hubungan industrial. Bukan tidak mungkin suatu
tika jika para investor mendirikan perusahaan dan ada masalah sengketa hubungan industrial cara
dingan tripartite bisa menjadi pilihan. Sistem arbitrase dengan para arbiter yang sudab disediakan
erintah bisa menjadi sebuah pilihan. Para arbiter yang sudah dilantik dan diangkat bisa menjadi
itator dalam sengketa hubungan industrial.
Harapannya prinsip good corporate governance dalam bidang bisnis dan investasi bisa tercapai
susnya dalam bidang ketenagakerjaan. Para pihak yang dengan sukarela memilih sistem
nyelesaian arbitrase akan membantu pemerintah untuk perkara yang masuk ke pengadilan hubungan
strial. Konflik yang diselesaikan secara musyawarah bisa menjadi salah satu alternatif pilihan dari
ftem penylesaian yang ada. Sehingga iklim bisnis dan investasi dalam perusahaan dan bidang
nagakerjaan akan berkembang dengan baik. Dari sisi pekerja, untuk kepercayaan dan jaminan akan
nya menjadi terjaga baik.
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